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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Iklannadalahnsegalanbentuknpesan promosiIbenda seperti barang, jasa, produk 

jadi, dan ide yang disampaikannmelalui mediandengannbiaya sponsor dan ditunjukan 

kepadansebagian besarnmasyarakat. Menurutnpendapat Durianto1 pengertianniklan 

adalahnmerupakannsuatu prosesnkomunikasi yang bertujuannuntuk membujuk atau 

menggiringnorang untuknmengambil tindakan yangnmenguntungkan bagi pihak 

pembuat iklan. Menurut pendapat Kriyantono2, pengertianniklannadalah sebagai 

bentuknkomunikasi nonpersonal yangnmenjual pesan-pesannpersuasif dari sponsor 

yang jelas untuk mempengaruhi orang membeli produk dengan membayar sejumlah 

biaya untuk media.         

 Pasal 1 Ayat 5 menyebutkannsiaran iklan adalahnsiaran informasinyang 

bersifat komersialndan layanannmasyarakat tenntang tersedianya jasa,nbarang, dan 

gagasannyang dapat dimanfaatkannoleh khalayak dengan atau tanpanimbalan kepada 

lembaga penyiaran yangnbersangkutan. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2002 Tentang Penyiaran disebutkan bahwansiaran iklan terdiri dari siaran iklan niaga 

dan iklan layanan masyarakat.       

  Siaranniklannniaga merupakan siaran iklan komersial yang disiarkan melalui 

penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyaratkan, 

dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk 

mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan, sedangkan 

siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan 

melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, 

 
1 Durianto. InvasiiPasar Dengan IklaniYang Efektif, Jakartai: GramediaiPustaka, 2003, hlm.7 
2 Kriyantono. Teknik Praktis Kiat.Komunikasi, Jakarta.: Kencana Prenada.Media Group. 

2008, hlm.174 
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memasyarakatkan,ndan/ataunmempromosikanngagasan,ncita-cita,nanjuran, dan/atau 

pesan-pesannlainnyankepadaNmasyarakatNuntukM mempengaruhiNkhalayakMagar 

berbuatndan/ataunbertingkahnlaku sesuaindengannpesan iklanntersebut. 

Iklan berguna sebagai sarana pemasaran oleh suatu perusahaan dengan tujuan 

menarik konsumen untuk menggunakan produknya, iklan bisandilakukanndengan 

caranyangnpaling sederhana dan ada juganpemasanganniklannyangnmemerlukan 

persiapannpanjangndanndana yang tidaknsedikit. Iklan sederhananbisandilakukan 

olehnsuatunperusahaannmisalnya adalahndengan membuat materiniklan seperti 

brosur,nselebaran, atau poster. Bentuk pemasangan iklan yang membutuhkan 

persiapannpanjang dan dana yang relatif besar misalnya sepertiniklanndi baliho, 

internet,idan radio yang disiarkan padanlembaganpenyiaran.n    

 Saat ini masih banyak perusahaan yang memilih radio dalam 

mempromosikan produknya terutamanjika inginndiketahuindenganncakupanndaerah 

yangntidak terlalunluas ataunpemasaranndengan lokasinyang relatifnsempitnmaka 

radionbisa menjadinalternatifnpilihannyang menariknbagi para produsen yangningin 

mengkomunikasikannproduknya kepada masyarakatnatau konsumen.   

 Lembaganpenyiarannmerupakannmedia komunikasiImassanyang mempunyai 

perannpenting dalam kehidupannsosial,nbudaya, politikndan ekonomi.nLembaga 

PenyiarannMemilikiikebebasanndan tanggung jawabndalam menjalankannfungsinya 

sebagainmedia informasi,npendidikan,nhiburan,nserta kontrolndannperekatnsosial.3 

Siarannadalah pesan ataunrangkaiannpesan dalam bentuk suara,ngambar, atau suara 

danngambarnyang berbentuk grafis,nkarakter baik yang bersifatninteraktif maupun 

tidak,nyang dapatnditerimanmelalui perangkatnpenerima siaran.nLembaga radio 

sebagainsalahnsatu mediankomunikasinyang akrab dengannmasyarakat kita,ntidak 

 
3 GalihnBudinPrastawati,nPerjanjian SiarannIklannAntaranPt. Martina Berto Dengan 

PrimanRadionet, Semarang,.Program PascasarjananUniversitasnDiponegoro. 2010,nhlm. 1 
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luputnsebagai media yangndimanfaatkan perusahaannuntuk mengkomunikasikan 

produknya,nyaitu dengan memasangniklanndi radio berupa spot iklan,natau 

talkshow,nterutamanjika ingin diketahuindengan cakupanndaerah yang tidaknterlalu 

luasnatau pemasaranndengan lokasi yangnrelatif sempit makanradio bisanmenjadi 

alternatifnpilihan  yangimenarik bagi para produseniyang ingin mengkomunikasikan 

produknyankepada masyarakatnatau konsumen, untuk menjalinnkerjasama antara 

pihaknyang ingin mempromosikannproduk barangnatau jasanya ke padanradio yang 

dituju,nmaka diperlukannyanuntuk membuat perjanjiannkerjasama pemasangan 

iklannantara pemasang dan radio  dengan negosiasi  harga  untuknpenyiaran iklan 

tersebut.n  

Harga ditentukan berdasarkan pertimbangan berapa durasi atau panjang iklan, 

periode atau jangka waktu iklan tersebut disiarkan, frekuensi penyiaran iklan 

tersebut setiap hari, dan juga masalah materi iklan. Negosiasi antara pemasang iklan 

dan pihak radio jika sudah tercapai kata sepakat, maka keduanya akan terikat dalam 

bentuk perjanjian.         

 Perjanjian itu sendiri adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih 

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya hak dan 

kewajiban yang mengikat untuk ditaati oleh para pihak. Pengertian lain perjanjian 

adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua 

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.4 Pasal 1320 KUH Perdata 

menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah :  

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya  

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  

3. Suatu pokok persoalan tertentu  

4. Suatu sebab yang tidak terlarang Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata juga 

disebutkan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang‐undang bagi mereka yang membuatnya.” 

 
4 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT Intermasa, 2008, hlm 1 
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Wanprestasi dan overmacht tidak jarang terjadi didalamnperjanjianikerjasama 

pemasangan iklanndi radio. Wanprestasinadalahnterjadinyankesengajaannatau 

kelalaian dari salahnsatunpihak yang tidaknmenjalankannkewajibannya dalam suatu 

perjanjian.nWanprestasinseringnjugandipadankannpadankatanlalainataunalpa, ingkar 

janji,nataunmelanggarnperjanjian,nbila sajansalah satunpihak tidaknboleh melakukan 

ataunberbuatnsesuatu yangntidak bolehndilakukan, sedangan overmacht adalah 

keadaannyang tidaknterduga berhalangnmememberikannsesuatu atau tidaknberbuat 

sesuatunyang ianwajib melakukannyanatau.5 Pemasanganniklan di radio sangat 

membutuhkannadanya kontrak yangnmerupakan wujud perjanjian dalamnbentuk 

tertulis, dengannperjanjian masing-masing pihak mempunyaindan memegangnhak 

dan kewajibannyanmasing-masing.  

Kontrak pada radio terdapatnhak dannkewajibannyang harus ditaatindan 

dijalankannbersama antaranpengguna jasandan penyedianpengiklananIradio tersebut,  

hal ininagar dapat mewujudkan berlangsungnya kontrak secara baik dannoptimal 

sesuai dengannkesepakatan yangntelah disepakati dan ditetapkanndalamnkontrak. 

Kontrak yangntelah disepakatinbersama menjadi undang-undang baginparanpihak 

yang membuatnyanhal ini sesuai dengannsalah satu asasnhukum perjanjiannyang 

menyatakannbahwanperjanjiannyang disepakatinmerupakan undang-undangnyang 

harus dipatuhinoleh kedua belah pihakn(pacta sunt servada),  apabilandikemudian 

hari terjadinketidakpatuhannsalah satu pihaknterhadap isi darinperjanjian makanpara 

pihak dapatnmelihat kembalinkontrak yang telahndisepakati tersebut sebagai 

pedoman dalamnmenyelesaikan perselisihan.n 

Masyarakat sendirinmasih banyaknyang belumnmengetahui tentangnkontrak 

perjanjianndalam pengiklanannradio, prosedur yangnharusndiikuti, danntanggung 

 
5 KetutnOka setiawan, HukumnPerikatan, Jakarta: SinarnGrafika, 2016, hlm 43 
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jawab hukumnapabila terjadi kesalahan dari pelaksanaan kontrak pemasangan iklan 

produk jasa di Radio Republik Indonesia Padang (selanjutnya disebut RRI Padang). 

Penyiaranniklan dinradio mempunyainnilai ekonomisnyang besar bagi pihak 

penyedia pengiklanannradio, mereka berusahanagar prosesnyang dilakukan dindalam 

pelaksanaannyantidak mengurangindan menghilangkannnilai ekonomintersebut.     

Perjanjian kerjasama antara pihak yang ingin memesan iklan dengan Radio 

RRI Padang juga berlaku syarat perjanjian seperti yang tertuang dalam Pasal 1320 

dan 1338 ayat 1 KUH Perdata, selain itu pihak pengguna jasa pengiklanan 

berkewajiban untuk membayar penyiaran iklan radio sesuai dengan kesepakatan 

yang telah disepakati. Kesepakatan sebagaimana dimaksudkan di atas, jika tidak 

dilaksanakan dapat dikatakan salah satu pihak melakukan wanprestasi.  

Pada studi awal yang dilakukan peneliti pada RRI Padang ditemukan 

permasalahan hukum terkait perjanjian penyiaran iklan antara pihak RRI Padang 

dengan pihak swasta yang merupakan suatu perusahaan makanan yang ingin 

menyiarkan iklan niaga berupa produk makanan melalui RRI Padang. Permasalahan 

ini diawali ketika pihak RRI Padang dihubungi oleh Pihak swasta perusahaan 

makanan tersebut melalui telpon untuk membahas terkait perjanjian kerjasama 

penyiaran iklan niaga, pada percakapan melalui telpon teesebut terjadilah 

kesepakatan antara pihak swasta dengan RRI Padang yang isinya membahas 

perjanjian kerjasama antara pihak klien dan pihak RRI untuk melakukan penyiaran 

iklan, kemudian isi dari kesepakatan tersebut di tuliskan dalam surat Media Order 

yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai kontrak bagi keduanya. 

Berdasarkan perjanjian tersebut iklan disiarkan setiap hari pada pukul 09.00 WIB, 

12.00 WIB dan pukul 15.00 WIB selama 30 (tiga puluh) hari dan dengan sistem 

pembayaran setelah iklan selesai disiarkan 30 (tiga puluh) hari, namun setelah iklan 
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disiarkan, pihak swasta memutuskan hubungan komunikasi dengan pihak RRI. Pihak 

RRI kemudian mencoba menagih piutang berjumlah Rp 5.400.000 (lima juta empat 

ratus rupiah) kepada pihak perusahaan swasta tersebut namun tidak membuahkan 

hasil, karena karyawan pihak swasta yang melakukan perjanjian penyiaran iklan 

telah berhenti bekerja pada perusahaan tersebut. RRI Padang menghubungi manajer 

dari perusahaan tersebut untuk menanyakan kejelasan utang dari perusahaan, namun 

tidak ada hasil. Berdasarkan Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Direktur 

Jenderal Perbendaharaan Nomor per-85 /Pb/2011 Tentang Penatausahaan Piutang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga 

Direktur Jenderal Perbendaharaan (selanjutnya disebut PERDIRJEN PB No. per-

85/Pb/2011) disebutkan bahwa RRI harus memberikan surat penagihan 1 (satu), 2 

(dua) dan 3 (tiga) sebagai surat penagihan terakhir, jika surat penagihan ketiga telah 

diberikan dan terutang masih belum melakukan pembayaran utangnya, maka sesuai 

dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) PERDIRJEN PB No. per-85/Pb/2011 yang 

berbunyi “Dalam hal sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran setelah 

diberikan surat penagihan ketiga (terakhir), pihak terutang belum melakukan 

pembayaran, dilakukan penyerahan pengurusan piutang PNPB kepada Panitia 

Urusan Piutang Negara”. Berdasarkan peraturan tersebut, maka piutang harus 

diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut dengan 

PUPN). Namun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

163 Tahun 2020 Pasal 61 angka (1) dan angka (2) tentang Pengelolaan Piutang 

Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara Dan 

Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut 

PMK No. 163 Tahun 2020) menegaskan bahwa:  

“(1).Piutang.Negara.dengan.kategori.macet.pada.Kementerian.Negara/Lemba

ga yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN meliputi:  
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a. Piutang Negara dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak sampai 

dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang dan 

tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak 

mempunyai nilai ekonomis; atau  

b. Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan 

pengurusannya kepada PUPN.  

(2) Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya diselesaikan sendiri 

oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai mekanisme yang diatur dalam 

Peraturan Menteri ini.” 

 

Berdasarkan peraturan di atas, maka penagihan piutang tidak dapat diserahkan 

kepada PUPN dikarenakan nominal piutang tidak memenuhi persyaratan untuk 

diserahkan pengurusannya kepada PUPN, dan pengurusan piutang dikembalikan 

kepada RRI Padang sesuai mekanisme yang ada pada RRI.   

 RRI Padang memiliki SOP dalam melakukan penagihan terhadap klien yang 

tidak melakukan pembayaran kepada RRI, yaitu diatur dalam Peraturan Direktur 

Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 

Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang 

Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (selanjutnya 

disebut dengan PERDIRUT LPP RRI No. 5 Tahun 2018)  yang berbunyi : 

(1) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat 

Penagihan Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Wajib Bayar 

belum melunasi piutang, maka Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna 

Anggaran melimpahkan Piutang Tak Tertagih kepada Direktur Keuangan 

RRI untuk diteruskan ke Direktorat Jenderal Kekayan Negara Kementerian 

Keuangan RI, atas PNBP Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

(2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat 

Penagihan Ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) Wajib Bayar 

belum melunasi piutang, maka Kepala Satuan kerja selaku Kuasa Pengguna 

Anggaran melimpahkan Piutang Tak Tertagih kepada Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat atas PNBP umum sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tembusan 

disampaikan kepada Direktur Utama LPP RRI 

(3) Penyerahan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 

dilengkapi dengan dokumen SPn 1, SPn 2 dan SPn 3 serta dokumen perikatan 

(Perjanjian Kerjasama).  
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SOP yang dimiliki oleh RRI tersebut tidak memberikan penyelesaian terhadap 

piutang yang dimiliki oleh RRI Padang dan yang hingga saat ini belum terdapat 

penyelesaian dari wanprestasi perjanjian penyiaran iklan ini, dengan demikian 

penting menurut peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada RRI Padang 

terkait pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan di RRI Padang, selanjutnya penelitian 

karya ilmiah ini berbentuk skripsi dengan judul : PELAKSANAAN  

PERJANJIANNKERJASAMA PENYIARANNIKLAN NIAGA ANTARA 

PIHAK SWASTA DENGAN RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) 

PADANG. 

B. RumusannMasalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokoknpermasalahannyang 

akanndibahas dalamnpenelitian ininadalah : 

1. Bagaimananpelaksanaan perjanjian penyiaran iklan niaga di RRI Padang ? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi perjanjian penyiaran iklan niaga di 

RRI Padang  

3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penyelesaian bentuk-bentuk 

wanprestasi antara pihak swasta dengan pihak RRI padang  

C. TujuannPenelitian 

Adapunntujuan penelitiannyang ingin dicapainyaitu : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perjanjian 

penyiaran iklan niaga di RRI Padang 

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi perjanjian 

penyiaran iklan niaga di RRInPadang  

3. Untuk mengetahuinupaya yang dilakukanndalamnpenyelesaian bentuk-

bentuk wanprestasi antara pihak swasta dengan pihak RRI padang  
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D. ManfaatnPenelitian 

 Adapun manfaatnyang ingin dicapaindari penelitiannini adalah : 

1. ManfaatnTeoritis 

a. Penelitiannini diharapkanndapat bergunansebagai bahannmasukan untuk  

pengembangannilmu pengetahuanndibidang hukumnperdata. 

b. Penelitiannini diharapkanndapat menjadinbahan informasinhukum bagi 

paranakademisi dibidangnhukum mengenainhukum perjanjianikhususnya 

pada wanprestasinperjanjian penyiaraanniklan di RadionRRI Padangn 

c. Hasilnpenelitian ini diharapkannmampu memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdatanpada umumnyandan 

hukum dalamnpelaksaan perjanjiann 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti  

Penelitiannini bermanfaatnuntuk melatih keterampilan meneliti dan 

menulis 

b. BaginMasyarakat  

Hasil penelitiannini diharapkanndapat memberikan masukan yang 

sangatnberharga bagi berbagai pihaknyang terkait, termasukntentang 

hukumnperjanjian yangndilakukan olehnbermacam-macamnlembaga. 

c. BaginPihaknTerkait  

Hasil penelitiannini diharapkanndapat memberikannmanfaat dan 

menambahnilmu pengetahuannbagi pihak-pihaknyang terkaitndengan 

wanprestasinperjanjian penyiaranniklan gunanmemberikannpemahaman 

dan pengetahuanndibidangnhukum. 
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d. BaginPemerintah  

Hasil penelitiannini diharapkanndapat memberikannmanfaat dan 

memberikannmasukan baginpemerintahndan juga pihaknswasta dalam 

melakukannperjanjian penyiaranniklan 

E. Metode Penelitian 

Metodennpenelitiannndalamnnpenelitian hukum ininnyang berjudul 

“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENYIARAN IKLAN 

NIAGA ANTARA PIHAK SWASTA DENGAN RADIO REPUBLIK 

INDONESIA (RRI) PADANG” diperlukanndata yang akuratnsehingga 

dapatndipertanggung jawabkan. Seorangnpeneliti di dalamnmelakukan 

penelitiannbiasanya menggunakannmetode tertentu. Tanpa adanyansuatu metode, 

penelitintidak akan menemukan,imerumuskan, menganalisisnserta memahami 

permasalahannyang dihadapinya.nAdapun metode penelitiannhukum yang 

digunakanndalam penelitiannyang bersifat ilmiahnini adalah sebagai berikutn: 

1. Tipe Penelitian  

Metodenpendekatan yangndigunakan dalamnpenelitian ininadalah metode 

pendekatannyuridis empiris. Pendekatannyuridis maksudnyanadalah bahwandalam 

penelitiannini berpedomannkepada peraturannperundang-undangan yangnberlaku 

(hukum positif)nyang relevan dengannmasalah yang diteliti. Sedangkannpendekatan 

empiris maksudnyanadalah sebagai usahanmendekati masalahnyang diteliti sesuai 

dengannkenyataan dalamnmasyarakat6, yang kemudianndikaji lebih lanjut, dalamihal 

ini mengenainPelaksanaannPerjanjian PenyiarannIklan di RadionRRInPadang 

 

 

 
6 HilmannHadikusuma, MetodenPembuatan KertasnKerja atau SkripsinIlmu Hukum,  

Bandung: MandarnMaju, 1995, hlm. 61. 
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2. SifatnPenelitian 

 Sifat penelitiannyang akanndilakukan adalahnpenelitian deskriptifnanalitis, 

yaitunbertujuannmendeskripsikannatau memberingambaran terhadapnsuatu objek 

penelitiannyang diteliti melaluinsampel atau datanyang telahnterkumpulnguna 

membahas mengenainpermasalahan-permasalahannserta memperolehngambaran 

yang menyeluruh,nlengkap dan sistematisnsehingga dapatnditarik suatunkesimpulan 

yang berlakunumum pada suatunpermasalahannhukum.7 Dalam halnini yang akan 

penelitinpaparkan dalamnpenelitian adalahnPelaksanaan Perjanjiannpenyiaraniiklan 

niaga antaranpihak swastandengan RadionRRI Padangn 

3. Sumberndan JenisnData  

a. SumbernData 

1) PenelitiannKepustakaan (Library Research) 

Dalam penelitiannini peneliti mengumpulkannbahan-bahan dari 

berbagainliteratur yang bersumber dari peraturannperundang-undangan, 

buku-buku, dan jurnal yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas 

Andalas,nPerpustakan FakultasnHukum UniversitasnAndalas, Perpustakaan 

DaerahnProvinsi SumateranBarat, dan buku pribadinmilik peneliti. 

2) PenelitiannLapangan (Field Research) 

Dalamnpenelitian ini peneliti mengumpulkan.data yang.akurat melalui 

wawancara.nDalam penelitiannini peneliti melakukannwawancara kepada 

Pimpinan / Pegawai bagian LPU RRI yang memiliki pengetahuan mengenai 

topik penelitian di stasiun Radio RRI Padang. 

 

 

 
7 Soerjononsoekanto, PengantarnPenelitian Hukum, Jakarta, UI-Press, 1986, hlm.10. 
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b. JenisnData 

1) DatanPrimer 

Data primernmerupakan datanyang langsungndiperoleh darinsumber 

pertaman(Pimpinan/pegawai bagian marketing Radio RRI Padangnyang 

bersangkutan)nbaik melalui wawancara,nobservasi, maupunnlaporan dalam 

bentukndokumen resmindan tidak resmi yang kemudianndiolah olehnpeneliti. 

Data primernyang diperlukannberupa informasi yangnterkait denganndata 

yang diperolehnlangsung darinsumber pertamanyang diperolehndari hasil 

wawancara dengan Pimpinan/pegawai Radio RRI Padang. Datanprimer yang 

akanndigunakannadalah seluruh hasilnwawancara yang akan dilakukan 

penelitinsecara sistematis, faktual, akurat sehingga bisa diujinkebenarannya. 

2) DatanSekunder 

Datansekunder penelitiannini diperolehndari bahannhukum baiknbahan 

hukumNprimer (peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah), 

sekundern(literatur-literaturnyang menjelaskan bahan hukumMprimer), 

maupunntersier (kamusnhukum, ensiklopedia, dan lain-lain). Sumberndata 

sekundernyang dipakaindalam penelitiannini sebagai berikutn: 

a) BahannHukum Primer,nyaitu ketentuannyang ada berkaitanndengan pokok 

Pembahasan,nbentuk undang-undang,ndan peraturannperundang-undangan 

yang adanantara lainn: 

(1) UUD Negara RepubliknIndonesia Tahunn1945; 

(2) Undang-UndangnNomor 32 tahunn2002 TentangnPenyiaran; 

(3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor per-85 /Pb/2011 

Tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada 
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Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Direktur Jenderal 

Perbendaharaan 

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan 

Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik 

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 Pendirian Perusahaan 

Jawatan Radio Republik Indonesia 

(6) PeraturaniMenteri KeuangannRepublik IndonesianNomor 163nTahun 

2020 Tentang Pengelolaan Piutang Negara PadaMKementerian 

Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara Dan PengurusaniSederhana 

Oleh PanitianUrusan Piutang Negara;  

(7) KitabnUndang-Undang Hukum Perdata. 

b) Bahannhukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yangnmemberikan 

penjelasan terhadap bahannhukum primer, yaitu berupa buku-buku,nkajian-

kajian literatur yang berkaitan dengannUndang-Undang PenyiaranNdan 

peraturannpemerintah lainnya yang berkaitan dengan wanprestasinperjanjian 

penyiaran iklan di Radio RRI Padang 

c) Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk/ 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi bahan dari 

media internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya. 

4. Teknik PengumpulaniData 

a. Wawancaran 

Wawancaran(interview) merupakannmetode yang digunakannoleh peneliti 

gunanmencari dan menggalindata sebanyak-banyaknyandengan melakukan 

tanyanjawab terhadapnpihak dengannberhadapan langsungndengan responden 

dannberlandaskan kepadantujuan penelitian.NWawancara yang dilakukan 
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penelitinakan melakukan tanyanjawab langsungnterhadap pimpinan/pegawai 

bagiannLPU RRInPadang 

b. StudinPustaka 

 Studinpustaka merupakan pengumpulanndata yangndilakukan secaranstudi 

kepustakaanndengan mencarinbahan-bahan darinbuku dan juganperaturan-

peraturan yangnberhubungan denganntujuan penelitian.n 

5. MetodeiPengolahan daniAnalisis Datai 

a. MetodeiPengolahan Datan 

 Pengolahan datanmerupakan hal yang penting dalam penelitian.nPengolahan 

data dapat dilakukan dengan cara editingnyaitu prosesnpenelitianNkembali 

terhadapncatatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkanNoleh para 

pencari data.  

b. Analisisndata   

Analisisndata adalah proses mengorganisasikan dannmengurutkan dataike 

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapatiditemukan tema 

danndapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankannoleh data8. 

Metodenanalisis data yang dipergunakan adalah analisisndata kualitatif,nyaitu 

suatuIcaranpenelitian yang menghasilkan data deskiptifNanalitis yang 

dinyatakannoleh responden secarantertulis atau lisan,nyang dipelajarinsebagai 

sesuatu yang utuh. Dari pernyataannyang akan diajukan, hanyanpendapat-

pendapatntertentu yang dipilihnsebagai hasil penelitianiyang dipandang.relevan 

untukimenyusun suatuikesimpulan akhir. 

 

 

 
8 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, 

hlm. 103. 
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F. SISTEMATIKAiPENELITIAN 

 Sistematikanpenelitian dalam skrispinini terdiri darinempat (4) bab,nyaitu 

pendahuluan,ntinjauan pustaka,nhasil penelitianndan pembahasannserta penutup, 

dengan sistematikansebagai berikut: 

Bab I :iPENDAHULUANn 

Pada babiini berisikan lataribelakang masalah yangidiambil dalamipenelitianihukum, 

rumusanimasalah, tujuanipenelitian, manfaatnpenelitian, metode penelitiannberisi 

metode yangndigunakan dalamnpenelitian hukum,idan sistematika penelitianihukum. 

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini memuat yakni tinjauan umum mengenai perjanjian dan siaran iklan 

Bab III :iHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan memaparkan hasil penelitian mengenainmasalah yang 

dikemukakanndalam rumusan masalah. 

Bab IV :iPENUTUP 

Pada bab ini berisikanikesimpulan dan saranidari permasalahan yangidiangkat dalam 

penelitianiini.  
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